






Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan 
bab diatas, maka dalam bab ini mengambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Penegakan hukum terhadap disiplin anggota Polri di Pores Kediri 
dilakukan oleh atasan langsung, atasan tidak langsung, atau anggota 
Propam sesuai lingkup tugas dan kewenangannya terhadap anggota polri 
yang melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sedemikian ringan. 
Adapun bentuk-bentuk pelanggaran disiplin anggota yaitu meliputi 
menghindari tanggung jawab tugas, penyalahgunaan wewenang dalam 
bentuk melakukan pungutan liar, tidak menaati peraturan (perceraian tanpa 
izin), perselingkuhan, kelalaian pengawasan tahanan, kelalaian tahanan 
bunuhdiri dan meninggalkan tanggung jawab tugas.  
Sementara hukuman disiplin dijatuhkan oleh Ankum (atasan yang 
berhak menghukum) dan/atau Atasan Ankum (atasan yang berhak 
menghukum) dapat berupa teguran tertulis, penundaan mengikuti 
pendidikan paling lama 1 (satu) tahun, menunda kenaikan gaji berkala, 
penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 tahun, mutasi yang 
bersifat demosi, pembebasan jabatan, dan penempatan dalam di tempat 
khusus paling lama 21 hari. Penyelesaian perkara pelanggaran disiplin, 
diselesaikan menurut Keputusan Kepala Kepolisian Negera Republik 
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Indonesia No. Pol. : Kep/43/IX/2004 tentang Tata Cara Penyelesaian 
Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
Dengan tahapannya yaitu meliputi penerimaan laporan, pemeriksaan, 
pemeriksaan dalam sidang disiplin, penjatuhan hukuman dan pelaksanaan 
hukuman. 
2. Hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap disiplin 
anggota polri di Polres Kediri adalah korban sedikit dan bahkan jarang 
sekali mau melaporkan pelanggaran peraturan disiplin anggota polri yang 
dilakukan oleh anggota polri secara langsung, pemanggilan anggota polri 
yang melakukan pelanggaran peraturan disiplin anggota polri tidak diatur 
dalam KUHAP, sulit memperoleh keterangan dari masyarakat/ saksi 
umum dalam proses pemanggilan anggota polri yang melakukan 
pelanggaran peraturan disiplin anggota polri, jika yang melakukan 
pelanggaran berpangkat tinggi harus dilakukan secara resmi artinya harus 
ditanda tangani Kabid Propam dan diketahui oleh Ankum (atasan yang 
berhak menghukum), dan dalam proses pemeriksaan, saksi maupun korban 
tidak dapat dipaksa dalam memberikan keterangan. Dalam mengahadapi 
kendala tersebut di atas solusi yang dilakukan adalah mendekati dan 
proaktif dalam mendekati saksi, memberikan jaminan keamanan terhadap 
saksi baik saksi umum maupun saksi dari kepolisian, dan berkoordinasi 






Untuk memaksimalkan sanksi yang diterapkan dalam Undang-
undang kepolisian maka penulis menyarankan agar masyarakat dan 
Pemerintah secara bersama-sama menjadi super visi dalam tugas dan kerja 
penegak Hukum. Menurut Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kode 
Etika Profesi, Pasal 13 ayat (1) menyatakan: Anggota Kepolisian Negara 
Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas 
Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/ janji 
anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/ janji jabatan, 
dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.  
Selanjutnya dalam Pasal 1 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 berbunyi: 
“kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan kelembagaan 
polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.  
Untuk itu Penulis memberikan saran sebagai berikut:  
1. Polri harus menjadikan instansi yang memiliki kredibilitas yang tinggi 
sehingga selalu menmdapatlkan kepercayaan dari masyarakat, langkah 
nyata yang harus dilakukan yaitu selalu memberikan jaminan dalam proses 
penegaan kedisiplinan para anggota dalam menjalankan tugas.  
2. Harus ada gerakan kolektif Pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi 
mafia hukum yang sering dilakukan oleh oknum penegak hukum (polisi) 
3. Kita jangan lelah mengawasi pergerakan yang dilakukan oleh oknum-
oknum polisi yang sering merendahkan harkat dan martabat manusia 
terutama dikalangan masyarakat, karena memang kita sekarang 
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membutuhkan energi besar menghadapinya. Khususnya masyarakat sipil 
sebagai pemilik kedaulatan di negara kita.  
4. Kita harus terus melakukan tindakan korektif untuk terus menciptakan 
tatanan hukum yang bermartabat dan untuk kepentingan publik yang lebih 
adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
 
